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Abstrak

Pendlitian ini bertujuansuntuk mengetahui_implementasi prinsipatransparansi padag pelayanan administrasi
kependudukan di Kantor Camat_KualasMandor B Kabupaten"Kubu| Raya. Penelitian initmengunakan metode
deskriftif dengan”pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Camat, Sekretaris, Kepala Seksi
Pemerintahan,sKepala Sub Bagian, Staf Pengadministrasan Umum yang terdapat di KantoryCamat Kuala
Mandor B jKabupaten Kibu Raya, Kepala Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kablpaten Kubu
Raya, lima masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Hasil penélitian ini adalahiterdapat
informas yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk ditempel di papan pengumuman di 'kantor
kecamatan tetapi ‘letaknya tidak strategis. Akses informasi melalui sosialisasi yang diadakan tetapi sebagian
masyarakat masih kesulitan mengakses informasi karena pegawa terkait tidak selalu beérada di tempat.
Kemudian kurangnya fasilitas kotak saran dan lamanya.proses dalam menanggapi pengaduan masyarakat dan
dalam meningkatkan arus informasi masyarakat menginformasikan dari mulut ke mulut serta'diadakan mimbar
masyarakat. «Hal ini menunjukan perlunya partisipasimasyarakat dalam memperluas informasi mengenai
administras kependudukan dimana terdapat didalam empat indikator transparansi (Krina 2003:17) yaitu: (1)
Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab, i(2) Kemudahan
akses informasi, (3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan
untuk membayar uang suap, (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan
lembaga non pemerintah.

Kata-kata kunci: , Akses informasi, Administrasi-Kependudukan, Prosedur

TRANSPARENCY IN IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE AT THE SUB
DISTRICT OFFICE OF KUALA MANDOR B DISTRICT KUBU RAYA

Abstract

This study aims to. determine the implementation of the principleof transparency in the administrative services
of population at Office Kuada Mandor B Kubu Raya Regency. This research uses descriptive method with
qualitative approach. The subjects were Head, Secretary, Section Head of Government, Head of Section, Staff
Administrating General contained.in Head Office Kuala Mandor B Kubu Raya,:head of the village of River of
palm District of Kuala Mandor B Kubu Raya; five-community-District of Kuala Mandor B District Kubu Raya.
Results of this research is there information conveyed to the public in the form posted on the bulletin board at the
digtrict office, but its location is not strategic. Access to information through socialization held but some people
till have trouble accessing relevant information because employees are not always in place. Then the lack of
facilities and the length of suggestion boxes in response to public complaints process and in increasing the flow
of information to inform the public of mouth and held public pulpit. This shows the need for community
participation in expanding information on population administration in which there are in four indicators of
transparency (Krina 2003: 17), namely: (1) The provision of clear information about the procedures, costs, and
responsibilities, (2) Ease of accessinformation, (3) Establish a complaints mechanism if there are rules that have
been violated or request to pay a bribe, (4) Improve the flow of information through cooperation with mass
media and non-governmental institutions.

Keywords:, Access to Information, the Population Administration, Procedure
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian
Pemerintah di Indonesia dewasa ini
telah beralih dari sistem pemerintahan yang
bersifat sentralistis menuju pemerintahan
yang bersifat desentralistis dengan otonomi
yang seluas-luasnya. Peraturan mengena
otonomi daerah dimuat dalam Undang-
Undang (UU) nomor 2+tahun 2015 tentang
pemerintah daerah (Pemda), "berdasarkan
UU tersebut pemerintah pusat melimpahkan
sebagian kewenangan. kepada Pemda untuk
mengurus  urusan rumah  tangganya
masing-masing berdasarkan asas otonomi
yakni desentralisasi, dekonsentrasi; dan
tuges pembantuan. Untuk melaksanakan hal
tersebut wPemda hendaknya menerapkan
suatu konsep tata kelola pemerintahan yang
dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab

dapat menunjang pemerintah
memajukan daerah. Oleh karena itu setiap
saling

memberikan

organisasl, pemerintah  harus
dalam

pelayanan kepada masyarakat, sebagai mana

berkoordinasi

dalam mewujudkan good governance, dan
dalam pendlitian ini “penditi__membahas
salah satu prinsip dalam good governance,
yaitu prinsip transparansi.

Transparansi  dipahami  sebagai
suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang
bak dalam sdah satu prinsip good
governance. Transparansi merupakan kata

kunci daam penyelenggaraan  good
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Pemerintahan atau
dikatakan
(terbuka), apabila dalam penyelenggaraan
terdapat  kebebasan
diran informasi dalam berbaga proses

governance.
kepemerintahan transparan

kepemerintahannya

kelembagaan sehingga mudah diakses oleh
mereka yang membutuhkan. Realitasnya
kadang dalam penyelenggaraan pelayanan
kurang bersikap transparan, sehingga
berdampak pada“rendahnya kepercayaan
masyarakat'terhadap setigp kebijakan yang
dibuat pemerintah.
Di tengah

penerapan

fenomena “sulitnya
prinsip  transparans  ‘pada
berbagai sektor pemerintalian yang ada
terutama pada penyelenggaraan pelayanan
publik, pendliti justru menemukan salah
satu instans pemerintah yang melayani
kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan
administrasi  kependudukan yakni Kantor
Camat Kuala Mandor B, Kabupaten'Kubu
Raya yang memiliki pelayanan seperti pada
prosedur dan waktu yang dibutuhkan dalam
administrasi kependudukan, serta informasi
penetapan: biaya pelayanan ‘dalam proses
administras  kependudukan. Sebagaimana
pada peraturan.undang-undang nomor 24
tahun 2013, pasa 63 yang menegaskan,
penduduk warga negara Indonesia dan
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau telah kawin atau pernah kawin wajib
memiliki kartu tanda penduduk. Adapun
prosedur administrasi dalam pengurusan
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surat-menyurat  yang berlaku di  Kantor
Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu
Raya (Profil Kecamatan, 2014) yaitu:
a.  Prosedur kartu Tanda Penduduk (KTP)
» Kartu Keluarga (KK) yang adli.
» Surat pengantar dari RT/RW dan
dari kelurahan.
» Pas foto 2x3 sebanyak 2 |embar
dengan latar polos.
b. Prosedur Kartu Kelgarga (KK)
» Surat pengantar dari RT/RW.
» Mengis formulir = permohonan
kartu kel uarg.a
» Melampirkan surat keterangan
pindah.
» Meampirkan fotocopy akta.
. Prosedur pembuatan akte kelahiran
» Surat kelahiran dari rumah sakit.
» Fotocopy KTP dan KK kedua
orang tua.
> Fotocopy akta nikah.
» Menghadirkan 2 orang saksi dan
melampirkan fotocopy KTP nya.
Proses pembuatan- _administrasi
kependudukan harus dilengkapi. dengan
berbagai prosedur diatas sehingga seluruh
masyarakat yang mengurus_ berbagai
administrasi kependudukan dapat
memenuhi  semua prosedur yang telah
ditentukan, namun sepertinya masih banyak
masyarakat yang belum dapat memenuhi
prosedur yang telah ditentukan dan merasa
dipersulit oleh

petugas  dukcapil

dikarenakan mereka harus kembali lagi

KRESENSIA YULITA, NIM. E42011042

http://jurmafis.untan.ac.id

untuk melengkapi prosedur yang kurang
dalam
kependudukan

pembuatan administrasi

dan membuat proses
menjadi memakan waktu yang lebih lama
ketidaktahuan  masyarakat

dalam pemenuhan prosedur administrasi

dikarenakan

kependudukan.

Berdasarkan pra observas yang
dilakukan“peneliti, tidak terdapat papan
informasi mengenai. prosedur administrasi
kependudukan yang dapat. dilihat langsung
oleh masyarakat yang datang;, serta tidak
terdapat data yang ‘lengkap mengenai
administrasi  kependudukan yang dapat
kepada
Sehingga, masih ada masyarakat yang

diinformasikan masyarakat.
belum paham dalam mengurusadministrasi
kependudukan, maka dari itu ha fini
menarik untuk di teliti dengan judul
“Transparansi  Pada  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Kantor CamatiKuaa

Mandor B Kabupaten Kubu Raya”.

2. FokusPendlitian

Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah diuraikan® pada bagian
sebelumnya_dan=agar penulisan ini tidak

meluas dan terfokus, maka penulis
mengambil fokus penelitian terhadap
transparansi pada penyelenggaraan

pelayanan publik dalam bidang administrasi
kependudukan di Kantor Camat Kuala
Mandor B, Kecamatan Kubu Raya. Penulis

memilih Kantor Camat Kuala Mandor B,
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Kecamatan Kubu Raya menjadi fokus
penelitian dengan aasan mengetahui
keberhasilan prinsip transparansi dalam
implementasi  pelayanan  administras
kependudukan di Kantor Camat Kuaa

Mandor B.

3. Rumusan Permasalah

Adapun rumusan masaah pada
penelitian ini adalah /j“Bagaimana prinsip
transparansi pada pelayanan ‘administrasi
kependudukan di Kantor Camat Kuala
Mandor B, Kecamat:';\n Kubu Raya yang
diukur dengan indikator penerapan prinsip

transparansi?”

4." Tujuan Pendlitian

Tujuan penditian adalah adasan
dilakukannya suatu penelitian. Adapun
dalam
mengetahui

tujuan yang hendak dicapai
adalah
implementasi  prinsip transparansi. pada

penelitian ini

pelayanan. administrasi-- kependudukan di
Kantor Camat Kuala Mander B, Kecamatan
Kubu Raya yang diukur dengan indikator
prinsip transparans, yaitu :

a Menganalisa penyediaan__ informasi
yang jelas tentang tanggung jawab
pegawai.

b. Mengandlisa cara penyampaian akses
informasi kepada masyarakat.

c. Mengandisa penyusunan suatu

mekanisme pengaduan jika ada yang
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melanggar peraturan seperti
penyuapan.
d. Menganaisa langkah dalam

meningkatkan arus informasi mengenai

pelayanan administrasi kependudukan.

5. Manfaat Pendlitian

a) Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian teoritis ialah
untuk menambah khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang ilmu

pemerintahan, khususnya mengenai

peneragpan  prinsip  trangparansi
daam penyelenggaraan pelayanan
publik.

b) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis adalah
sebagal referensi dan masukan bagi
Kantor Camat Kuala Mander B,
Kecamatan Kubu Raya tentang
upaya meningkatkan transparansi
dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

B. KERANGKA
METODELOGI

TEORI DAN

1. KerangkaTeori
Dadam penditian ini,
identifikass masalah

dengan penerapan

penulis
berasumsi terkait
transparans  dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Asumsi
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tersebut dilihat dari fenomena transparansi
pelayanan yang memiliki pelayanan seperti
salah satunya pada prosedur dan waktu
yang dibutuhkan dalam administras
kependudukan, serta informasi penetapan
biaya pelayanan dalam proses administras
kependudukan. Sehingga, mash ada
masyarakat yang belum paham dalam
mengurus  administrasi
Maka dari itu
permasalahan ini" peneliti, menggunakan

teori Krina® (2003:17), dengan empat

kependudukan.

untuk  menganalisis

indikator” transparansi yaitu. Penyediaan
infformasi  yang jelas tentang tanggung
Kemudahan akses

Menyusun suatu mekanisme pengaduan

jawab, informasi,
jika ada peraturan yang dilanggar " atau
permintaan. untuk membayar uang suap,
Meningkatkan arus informasi melalui
kerjasama dengan media masa dan lembaga
non pemerintah. Melalui keempat indikator
tersebuti diharapkan dapat menjadi.acuan
pengukuran transparans pada
penyelenggaraan pelayanan- publik dalam
administrasi "kependudukan. “untuk . dapat
menemukan jawaban serta solusi yang
dapat  dilakukan “dalam

permasalahan tersebut dan juga dapat

mengatas

memberikan saran serta pendapat kepada

kecamatan dan pihak lainnya yang terkait.

2. JenisPendlitian
Daam penelitian ini,
identifikass masalah

penulis

berasumsi terkait
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dengan penergpan transparansi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Asumsi
tersebut dilihat dari fenomena transparansi
pelayanan yang memiliki pelayanan seperti
salah satunya pada prosedur dan waktu
yang dibutuhkan dalam administras
kependudukan, serta informas penetapan
biaya pelayanan dalam proses administrasi
kependudukan. Sehingga, masih ada
masyarakat yang*.belum paham dalam
mengurus © administrasi

Maka dari * situs untuk

kependudukan.

menganalisis
permasalahan ini peneliti menggunakan
teori Krina (2003:17) dengan empat
indikator transparansi yaitdl. Penyediaan
informasi yang jelas tentang tanggung
jawab, Kemudahan akses= " informas,
Menyusun suatu mekanisme pengaduan
jika ada peraturan yang dilanggar jatau
permintaan untuk membayar uang [suap,
Meningkatkan arus informasi melalui
kerjasama dengan media masa dan lembaga
non pemerintah. Melalui keempat indikator
tersebut diharapkan dapat menjadi acuan
pengukuran transparansi pada
penyelenggaraan pelayanan publik dalam
administrasi__kependudukan untuk dapat
menemukan jawaban serta solus yang
dapat  dilakukan  dalam

permasalahan tersebut dan juga dapat

mengatasi

memberikan saran serta pendapat kepada

kecamatan dan pihak lainnya yang terkait.
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3. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di
Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu

Raya. Alasan peneliti mengambil lokasi

Kantor

tersebut karena dari observas pre survey
yang telah dilakukan peneliti tidak terdapat
data yang lengkap mengenai administrasi
kependudukan yang dapat diinformasikan
kepada masyarakat. Sehinggay~masih ada
masyarakat yang belum paham dalam
mengurus administrasi  kependudukan di
Kantor Camat Kuala Mandor B Kabupaten
Kubu Réya. Untuk. itu, perlu dikaji lebih
jauhs bagaimana penerapan transparansi
pada penyelenggaraan pelayanan publik
agar bisa meningkatkan keberhasilan' dalam

pelayanan  untuk  mencapa  tujuan

organi sasi.

4. Subjek dan Objek Pendlitian
Subjek penditian ialah camat,

sekretaris camat, kasi pemerintahan, kepala
sub bagian perlengkapan, kepala desa
sunga enau, staf pengadministrasian
umum, dan lima orang masyarakat. yang
dijadikan informan dalam wawancara
Selain itu, objek penelitiannya sesuai
dengan permasalahan yang diangkat oleh
peneliti yaitu penergpan transparansi di
Kantor Camat Kuala Mandor B Kabupaten

Kubu Raya.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
» Observas
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» Wawancara

» Dokumentasi
Pada penelitian kualitatif ini
instrumen kunci (key instrumen) adalah
peneliti sendiri, karena untuk mengkaji data
dan fakta dilapangan hanya untuk dilakukan
melalui
metode penelitian yang akan digunakan
dalam
memecahkan masalah yang terjadi. Sebagai

pemahaman peneliti  mengenai

peneliti menganlisis dan
aa bantur daam pengumpulan data di
lapangan, pendliti#menggunakan pedoman
dengan “aat-aat
pencatat dan perekam seperti tape recorder,

wawancara dibantu

camera, dan lain-lainnya=dan pedoman
observass dengan aat yang digunakan
dadam melakukan observasi adalah
pancai ndra dan check-list.

6. Teknik AnalisisData

Analisis data dilakukan selama
waktu _pengumpulan data di lgpangan,
dilakukan
pengumpulan.data berlangsung dan setelah

artinya analisis data
selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu.  Pada  saat @ melaksanakan
wawancara, peneliti- menganalisis jawaban
dari narasumber. Miles dan Huberman
(1984), mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampa tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
andisis data, yaitu data reduction, data
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display, dan conclusion

drawing/verification.

7. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan
dengan uji kredibilitas yaitu dengan
mengecek kembali data yang sudah didapat
dengan metode triangulasi. Triangulasi
dalam pengujian kredibilitas_ ini” diartikan
sebagal pengecekan .data dari berbaga
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai
waktu (Wiliam Wiersma  daam
Sugiyone:2007). Ber.ikut adalah ' macam-
macam triangulasi :
a: Triangulas Sumber

Triangulas sumber untuk menguji
kredibilitas data dilakukan dengan 'cara
mengecek.data yang telah diperolah melalui
beberapa sumber. Dalam penelitian ini juji
kredibilitas data dengan triangulasi sumber
akan dilakukan dengan mengecek data yang
telah didapat dari camat, sekretaris camat,
kepala seksi pemerintahan, kepala sub
bagian perlengkapan, kepala desa sungai
enau, staf pengadministrasian; umum dan
lima masyarakat.
b. Triangulas Tehnik

Triangulas tehnik untuk menguji
kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data pada sumber yang sama
dengan Tehnik yang berbeda. Misalnya data
yang didapat melalui wawancara di cek
kembali dengan dilakukan observas atau

dokumentasi. Jika data yang didapat dari
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ketiga Tehnik tersebut berbeda, dapat
dilakukan diskusi dengan sumber data yang
bersangkutan untuk mencari tahu data
manakah yang benar. Bisa sgja semuanya
benar, karena sudut pandang yang berbeda.
Untuk tehnik keabsahan data yang
dipakai oleh penulis adalah Triangulasi
Sumber yaitu dengan cara mengecek data
yang telah. diperoleh melalui beberapa
sumber. Misalnya bagaimana dalam

penerapan transparansi terhadap
penyelenggaran’ pelayanan publik dalam
melayani  administrasi  kependudukan
masyarakat desa mengenai prosedurdan
informasi terhadap pelayanan administrasi
kependudukan. Sehingga dari’ data yang
diperoleh  tersebut  dapat

fenomena yang terjadi dilapangan.

ditemukan

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Transparansi yang berkualitas dapat
dilihat dari berbagai dimens, diantaranya
adalah dimensidalam penyediaan informasi,
kemudahan akses informasi, penyusunan
mekanisme _peraturan jika ada yang
melakukan penyuapan, dan peningkatan
arus informasi. Beberapa dimens tersebut
digunakan untuk mengukur bagaimana
transparans  penyelenggaraan pelayanan
daam administrasi kependudukan yang
diberikan oleh suatu instansi pelayanan

publik  (Ajindra, 2013). Pelayanan
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administrasi kependudukan yang diberikan
di Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten
Kubu Raya, memfokuskan penelitian pada
transparans  penyelenggaraan  pelayanan
dalam
Kemudian untuk mengetahui permasalahan
melakukan

penelitian ke lapangan, mengelompokkan

administrasi kependudukan.

secara mendalam, penéliti
data sesuai indikator-indikatoryang ada
yaitu data primer dan,data sekunder yang
diperoleh selamaspenelitian.Pénelitian ini
akan membahas bagaimana implementasi
transparans pada pel.ayanan publik dalam
administras  kependudukan khusus nya
pada bidang pemerintahan di Kecamatan
KualaMandor B Kabupaten Kubu Raya.

1. |Penyediaan informasi yang jélas
tentang prosedur-prosedur, biaya-
hiaya dan tanggungjawab.

Bedasarkan yang tertera dalam

perubahan Undang — Undang Nomor 24

Tahun 2014

kependudukan yang tidak-dipungut biaya,

mengenai  administrasi

peneliti  menyimpulkan ~bahwa daam
pembuatan administrasi
kependudukan di Kantor.. Camat tidak

berbagai

dipungut biaya — biaya ataupun tarif
sehingga selurun masyarakat Kecamatan
Kuala Mandor B diwgjibkan salah satunya
memiliki KTP karena dalam pasa 63
Undang - Undang 24 Tahun 2014 ini
menegaskan, penduduk Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing yang memiliki
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Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau
pernah kawin wajib memiliki KTP
Elektronik. KTP sebagaimana dimaksud
berlaku secaranasional.

2.  Kemudahan aksesinformas
dalam

mengenai

Kesulitan mengakses

informasi administrasi
kependudukan untuk sebagian masyarakat.
Salah satur kendalanya“adalah kurangnya
fasilitas akses jalan transportasi, sungai dan
akses darat yang tidaki memadai dan juga
kurangnya jelasnya informasi terkait
masalah administrasi
dikarenakan pegawa terkait*tidak selau

berada di Kantor Camat Kuaa Mandor, B

kependudukan

Kabupaten Kubu Raya dan juga beberapa
masyarakat kurang memahami informasi
yang tertera di papan informasi, sedangkan
akses informasi melalui papan informasi
dan akses informas yang laksanakan
melalui sosialisasi yang diadakan:di Kantor
Camat Kuala. Mandor B Kabupaten Kubu

Raya, yang berada di Kantor Camat Kuala

Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

3. Menyusun suatu mekanisme
pengaduan jika ada peraturan yang
dilanggar atau permintaan untuk
membayar uang suap

Pemerintah Kuaa

Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B

Kecamatan

telah menampung segaa bentuk pengaduan
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masyarakat yang belum memahami proses
pembuatan administrasi  kependudukan.
Hanya sgja masih terkendala karena proses
tanggapannya yang terlalu lama ditunda dan
harus menunggu musyawarah rapat
selanjutnya dan juga kurangnya fasilitas
kotak suara pada ruang tunggu, untuk
dalam

pengaduan mengenai keluhan terhadap

mempermudah masyarakat

proses administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan arus  informasi
melalui kerjaa;ma dengan media
masa dan lembaga non
pemerintahan

Pemerintah Kuaa
Mandor B Kabupaten Kubu Raya telah
meningkatkan arus informasi yang dapat

Kecamatan

diterima oleh masyarakat dengan cara
mengadakan mimbar masyarakat pada
setiap 'desa yang ada di Kecamatan Kuala
Mandor:B Kabupaten Kubu Raya. Dengan
keterlibatan masyarakat dapat

menginformasikan  kepada _masyarakat

melalui mulut kemul ut.

D. PENUTUP

a) Kesmpulan
Berdasarkan empat kesimpulan

diatas dapat dismpulkan bahwa terdapat

beberapa kekurangan yaitu mengenal

kurang strategisnya letak papan informasi,
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informasi yang sulit dipahami, serta tidak

tetrdapat kotak saran dan  kurang

memanfaatkan media massa yang ada.

b) Saran

Saran yang mungkin akan berguna
dan dapat diperhatikan, berikut saran yang
akan peneliti sampaikan:

1. Mengubah tata letak papan informasi
ke tempat yanglebih strategis dan tidak
jauh dari ruang tunggu.

2. Menggunakans akses jaringan internet
dalam penyediaan informasi.

3. 'Informas dapat disampaikan melaui
fasilitas sosial lainnya““seperti papan
pengumuman yang ada“dipasar atau
lainnya.

4. ' Diharapkan dalam pel aksanaannya agar
pemerintah lebih intens memberikan
petunjuk dan mudah dipahami.

5. Pengarahan dan sosialisasi kepada
masyarakat umum  agar ' lebih
memahami akses internet secara cepat
dan tepat.

6. Dilaksanakannya penyebaran informasi
tentang peraturan proses administras
kependudukan~"agar masyarakat bisa
mendapatkan informasi kapan sgja.

7. Menyediakan kotak
masyarakat pada ruang tunggu.

pengaduan

8. Mencantumkan nomor telepon yang
dapat dihubungi pada papan informasi
jika ada penguaduan.
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9. Mengadakan  suatu
khusus mengena pengaduan dan

pembahasaan

keluhan masyarakat masyarakat.
10. Mengatur waktu pertemuan mimbar
masyarakat agar tidak bersamaan

dengan hari kerja
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